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@ Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas cendidikan khususnya pendidikan farmal
di Kabupatan Buru Selatan diperiukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk
membuka Pendidikan Sekotah Dasar (S0) SWASTA 18 LEKSLILA,

b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan maka dipandang periu
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uniuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) SWASTA 18 LEKSLLA & SUN BILORO.5.P
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c. Bahwa berdasackan perimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas HIP. 14
maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuptan Buru
Selatan.
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Republik Indonesia Nomor 3844) 4 Arsip

3. Undang-udang Memor 33 Tabtwm 2004 lertang Perimbangan Keuangan Antaras
Pemerintah Pusat dan Dasrah

4. Peraturan Pemerirtah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 fentang kewenangan
daerah dan kewsnangan provinsi sabagai daerah atonom (Lembaran Megera Republik
Indonesia Momor 3825)

5. Undag-undang Momar 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidikan Masional (Lembaran
Megera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Momor 3300)

B, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Peran Serta Masvarakat dalam
Pendidian Nasianal

7. Keputuzan Menter Pendidikan Masional Momor 04402002 tentang Pendidikan dan
Dewan Komite Sekolah.

B. Paraburan Pemerndah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tenfang Pendidikan
Prasekolah ( Lembaran Megera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1958 tentang
Pendidikan PraSekolah (Lembaga Megera Repubiik Indonesia Nomer 3762)




